
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518 

Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id 

 
Nomor : PPE.PP.01.05-2136 Jakarta, 17 Juni 2025 

Sifat : -  

Lampiran : 1 (satu) lembar  

Hal : Undangan Rapat Harmonisasi  

 

Yth. Daftar Undangan Terlampir 

di tempat 

 

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor 

HK.202/2/1/SKJ/2025 tanggal 23 Mei 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan 

Peraturan Menteri Perhubungan, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran 

Bapak/Ibu/Saudara dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan 

yang akan diselenggarakan pada: 

hari, tanggal : Jumat, 20 Juni 2025 

pukul : 09.00 WIB s.d. selesai 

metode : daring melalui zoom meeting 
https://us06web.zoom.us/j/6118521504?pwd=yam12WVU1eL1K3mds0L2tk

bPsuwCXw.1&omn=84044759532 

  Meeting ID: 611 852 1504 

  Passcode: Hukum2006 

acara : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang 

Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan 

Mengingat pentingnya Rapat Harmonisasi ini, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara 

tepat waktu. Untuk bahan rapat akan disampaikan kemudian atau pada saat rapat. Kehadiran 

pimpinan tinggi pemohon Harmonisasi sangat diharapkan. Terima kasih atas perhatian dan 

kehadirannya. 

 

 

 

Direktur Jenderal  

Peraturan Perundang-undangan, 

 

 

 

 

Dr. Dhahana Putra 

Tembusan :  

1. Menteri Hukum; 

2. Wakil Menteri Hukum; 

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; 

4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.                        



 
 

Lampiran  

Surat Direktur Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan 

Nomor : PPE.PP.01.05-2136 

Tanggal : 17 Juni 2025 

 

 

DAFTAR UNDANGAN 

 

A. Kementerian Perhubungan 

1. Kepala Biro Hukum; 

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 

3. Direktur Navigasi Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara; 

4. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Ditjen Perhubungan Udara; 

5. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan; 

6. Kepala Bagian Hukum, Ditjen Perhubungan Udara. 

 

B. Kementerian Hukum: 

 

 
 

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan/Dr. Dhahana Putra 

2. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II/M. Waliyadin, S.H., M.Si.
3. Kasubdit Bina Tata Kelola Harmonisasi Dit. HPP II/Oswald, S.H., M.H. 

4. Kadek Aditya Vermana, S.H. 

5. I Gede Nyoman Surya Astika, S.H. 

6. Husni Mubarak, S.H. 

7. Anggrita Sudrajiningrum, S.H., M.Kn. 











 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan  

Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518 

Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id 
 

Nomor : PPE.PP.01.05-2218 Jakarta, 24 Juni 2025 

Lampiran : 1 (satu) berkas  

Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan 

Peraturan Menteri Perhubungan 

 

 

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan 

di tempat 

 

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor 

HK.202/2/1/SKJ/2025 tanggal 23 Mei 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian 

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, dengan hormat kami sampaikan bahwa 

Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas: 

 

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi 

Penerbangan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan: 

TELAH SELESAI HARMONISASI. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal 

Kementerian Perhubungan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses 

penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 

surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan 

pengundangan atau terdapat materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus 

dilakukan proses Harmonisasi kembali. 

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik. 

  

Direktur Jenderal  

Peraturan Perundang-undangan, 

 

 

 

Dr. Dhahana Putra 

Tembusan :  

1. Menteri Hukum; 

2. Wakil Menteri Hukum; 

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; 

4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.             




